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Abstrak

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor pertimbangan konsultan pajak dalam penyusunan dokumen
transfer pricing, implementasi arm's length principle, dan kontribusinya terhadap kepatuhan pajak PT X.
Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui SAR Tax & Management Consultant, data
dikumpulkan via wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan selama satu bulan, dan analisis
dokumen yang dianalisis dengan triangulasi dan NVivo. Temuan mengidentifikasi empat faktor kunci:
kualitas data internal, karakteristik bisnis, regulasi PMK 172/2023, dan ketersediaan data benchmarking
eksternal. Implementasi arm's length principle menggunakan analisis FAR (Fungsi, Aset, Risiko) dengan
metode CUP, Cost Plus Method, dan RPM. Dokumentasi transfer pricing terbukti efektif meningkatkan
kepatuhan pajak melalui mitigasi risiko pemeriksaan, transparansi pelaporan, dan penguatan posisi
defensif menghadapi otoritas pajak.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Arm's Length Principle, Kepatuhan Pajak, Konsultan Pajak, Dokumen Transfer
Pricing

Abstract

This research analyzes the factors considered by tax consultants in preparing transfer pricing documentation,
the implementation of the arm's length principle, and its contribution to PT X's tax compliance. Using a
qualitative case study approach through SAR Tax & Management Consultant, data were collected via semi-
structured interviews, participant observation over one month (March 31-April 30, 2025), and document
analysis, and analyzed using triangulation and NVivo. Findings identify four key factors: internal data quality,
business characteristics, PMK 172/2023 regulations, and external benchmarking data availability. The arm's
length principle implementation utilizes FAR (Functions, Assets, Risks) analysis with CUP, Cost Plus Method,
and RPM methods. Transfer pricing documentation proves effective in enhancing tax compliance through
examination risk mitigation, reporting transparency, and strengthening defensive positions against tax
authorities.
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PENDAHULUAN

Globalisasi dan digitalisasi telah mendorong perusahaan multinasional untuk
mengoptimalkan tata kelola bisnis dan kebijakan perpajakan, termasuk dalam penerapan
strategi transfer pricing. Dalam lingkungan bisnis yang semakin terintegrasi, entitas multinasional
secara aktif melakukan transaksi lintas batas dengan unit usaha yang berafiliasi di berbagai
yurisdiksi (Reckendrees dkk., 2022). Menurut Choi dkk. (2020), integrasi ekonomi global
meningkatkan potensi risiko penghindaran pajak, khususnya melalui manipulasi harga transfer
dalam transaksi antar-entitas berelasi.

Pada praktiknya, mekanisme transfer pricing kerap dimanfaatkan secara tidak semestinya
sebagai strategi untuk menghindari pajak, yaitu dengan memindahkan keuntungan dari negara
yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Cristea & Nguyen,
2016; Nofryanti & Arsjah, 2019). Menurut laporan OECD (2015), skema transfer pricing yang tidak
sesuai dengan prinsip arm's length dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak
negara dan menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan internasional.

Untuk mengatasi praktik ini, OECD mengembangkan standar transparansi pajak, termasuk
Common Reporting Standard (CRS), yang mewajibkan pertukaran data keuangan secara otomatis
antarnegara (Langenmayr & Zyska, 2023). Manipulasi transfer pricing dapat mengurangi
penerimaan pajak negara dan menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan
internasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dampak manipulasi transfer pricing
sangat signifikan. OECD memperkirakan bahwa negara-negara berkembang kehilangan potensi
penerimaan pajak hingga USD 100 miliar per tahun akibat praktik ini (Cobham & Jansky, 2018).

Transfer pricing merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan dalam transaksi
afiliasi antar perusahaan dalam satu grup. Pada prinsipnya, transfer pricing bertujuan
menetapkan harga transaksi sesuai dengan prinsip arm's length, sehingga harga yang ditetapkan
serupa dengan harga pasar wajar (Mulligan & Oats, 2016; Mulyani dkk., 2020). Dokumentasi
transfer pricing menjadi alat vital bagi otoritas pajak dalam menilai kewajaran harga transaksi
antar-entitas dalam satu grup usaha (Borkowski & Gaffney, 2014).

Menurut laporan OECD dalam Tax Administration 2024, tingkat kepatuhan pelaporan
perpajakan pajak penghasilan badan di negara Indonesia selama tahun pajak 2022 sebesar 88.8%
lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata negara yang tergabung dalam OECD sebesar 94.7%. Hal
ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dokumentasi dan kepatuhan perpajakan di
Indonesia, sebagaimana juga dikemukakan oleh Nguyen dan Darsono (2022) dalam konteks Asia
Tenggara.

Penelitian terdahulu oleh Apriyanti dkk. (2023) mengungkapkan bahwa meskipun
perspektif konsultan pajak terhadap transfer pricing telah banyak dibahas, kajian mengenai
peran mereka dalam penyusunan dokumen transfer pricing masih kurang mendalam. Wealth
dkk. (2023) menyoroti kompleksitas interaksi antara perusahaan multinasional, otoritas pajak,
dan konsultan pajak dalam praktik transfer pricing. Supriyadi (2022) menyoroti pengaruh
dokumen transfer pricing terhadap kepatuhan pajak, namun belum mengintegrasikan perspektif
konsultan pajak dalam proses penyusunannya.

Meskipun penelitian tentang transfer pricing telah banyak dilakukan, sebagian besar fokus
pada perspektif perusahaan atau otoritas pajak. Gap penelitian terletak pada minimnya kajian
yang mengeksplorasi secara mendalam peran strategis konsultan pajak sebagai intermediary
dalam ekosistem transfer pricing Indonesia, khususnya dalam implementasi PMK 172/2023 yang
membawa perubahan paradigma dari subjective intent menjadi objective threshold. Penelitian ini
mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan perspektif inside-out dari praktisi konsultan
pajak dalam mengoperasionalkan arm's length principle sesuai regulasi terbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh
konsultan pajak dalam penyusunan dokumen transfer pricing, (2) mengidentifikasi cara
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implementasi arm's length principle pada penyusunan dokumen transfer pricing, dan (3)
menganalisis efektivitas dokumen transfer pricing terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini
diharapkan dapat mengisi gap dalam literatur mengenai peran strategis konsultan pajak dalam
penyusunan dokumen transfer pricing serta mengkaji dampak keterlibatan konsultan terhadap
tingkat kepatuhan pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang
bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan terperinci mengenai fenomena
penyusunan transfer pricing untuk mendukung kepatuhan pajak dari perspektif konsultan pajak.
Pendekatan kualitatif dipilih mengikuti rekomendasi Grafton dkk. (2011) yang menekankan
pentingnya metode campuran dalam penelitian akuntansi untuk memahami fenomena
kompleks seperti transfer pricing. Subjek penelitian adalah SAR Tax & Management Consultant
yang berlokasi di Jalan Cipunagara No. 25, Bandung, Jawa Barat, dengan objek penelitian berupa
peran konsultan pajak terhadap kepatuhan pajak melalui dokumen transfer pricing pada PT X.

Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi meliputi: (1) individu
yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan dianggap mampu memberikan
informasi mengenai situasi serta kondisi latar penelitian, (2) tidak mengalami hambatan dalam
berkomunikasi, (3) tidak memiliki gangguan kejiwaan, dan (4) bersedia berpartisipasi dalam
penelitian. Informan penelitian terdiri dari empat orang: Partner SAR Tax & Management
Consultant (1 orang), Manager Litigasi (1 orang), Manager Corporate Tax & Transfer pricing (1
orang), dan Supervisor (1 orang).

Data dikumpulkan melalui tiga metode: (1) observasi partisipan yang dilakukan selama satu
bulan (31 Maret hingga 30 April 2025) untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait
kegiatan penyusunan dokumentasi, (2) wawancara semi-terstruktur dengan panduan
pertanyaan terbuka namun fleksibel untuk menggali topik-topik tambahan yang relevan, dan (3)
studi dokumentasi terhadap kontrak perjanjian kerja sama antara SAR Tax & Management
Consultant dan dokumen transfer pricing PT X tahun 2024.

Data dikumpulkan melalui tiga metode: (1) observasi partisipan yang dilakukan selama satu
bulan (31 Maret hingga 30 April 2025) untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait
kegiatan penyusunan dokumentasi, (2) wawancara semi-terstruktur dengan panduan
pertanyaan terbuka namun fleksibel untuk menggali topik-topik tambahan yang relevan, dan (3)
studi dokumentasi terhadap kontrak perjanjian kerja sama antara SAR Tax & Management
Consultant dan dokumen transfer pricing PT X tahun 2024.

Untuk meningkatkan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber
dengan membandingkan hasil wawancara, observasi partisipan, dan dokumen transfer pricing
PT X, serta triangulasi metode melalui kombinasi wawancara semi-terstruktur dan observasi.
Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo dengan pengkodean tematik yang
meliputi open coding untuk mengidentifikasi konsep awal, axial coding untuk mengelompokkan
kode ke dalam kategori tematik, dan selective coding untuk menyusun tema inti terkait peran
konsultan pajak, implementasi arm’s length principle, serta kontribusi terhadap kepatuhan
pajak. Proses ini bersifat iteratif guna memastikan tema yang terbentuk konsisten dengan data
empiris dan tidak hanya berasal dari asumsi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pertimbangan Konsultan Pajak dalam Penyusunan Dokumen Transfer pricing
Berdasarkan hasil analisis data penelitian, ditemukan empat faktor utama yang menjadi

pertimbangan konsultan pajak dalam penyusunan dokumen transfer pricing PT X. Pertama,

kualitas data dan dokumentasi internal merupakan faktor fundamental yang sangat
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memengaruhi proses penyusunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi perusahaan
yang baik menjadi prasyarat utama bagi konsultan untuk membangun basis penilaian yang
akurat dalam menentukan harga wajar transaksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Buus
(2018) yang menegaskan pentingnya dokumentasi internal dalam manajemen risiko transfer
pricing.

Kedua, karakteristik usaha dan struktur grup perusahaan menjadi pertimbangan strategis
dalam menentukan pendekatan transfer pricing. PT X sebagai perusahaan jasa konsultan
pengembangan sumber daya manusia yang merupakan anak perusahaan dari PT Y memiliki
kompleksitas tersendiri dalam analisis FAR (Fungsi, Aset, Risiko). Karakteristik PT X sebagai
pemegang lisensi resmi program pelatihan leadership dari FranklinCovey memberikan dimensi
khusus dalam penilaian transaksi afiliasi, mengingat adanya elemen intellectual property dan
transfer knowledge yang melekat dalam struktur bisnisnya.

Ketiga, faktor regulasi dan kebijakan perpajakan menjadi pendorong utama dalam
menentukan metodologi dan pendekatan yang digunakan. Penelitian mengkonfirmasi bahwa
PMK Nomor 172 Tahun 2023 berfungsi sebagai regulasi terpadu (omnibus law) dalam hal transfer
pricing yang mengintegrasikan berbagai ketentuan sebelumnya. Perubahan signifikan dalam
regulasi ini adalah penghapusan unsur niat penghindaran pajak sebagai syarat kewajiban
penyusunan dokumen, sehingga pendekatan menjadi lebih objektif berdasarkan ambang batas
nilai transaksi yang telah ditetapkan.

Keempat, ketersediaan data pembanding eksternal menjadi tantangan utama dalam
proses penyusunan. Hasil observasi menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap database
pembanding berbayar mengharuskan tim konsultan mengoptimalkan sumber-sumber terbuka
dan publik yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kompleksitas dalam proses
analisis dan memerlukan alokasi sumber daya yang lebih besar dalam pengumpulan dan
pengolahan data pembanding, sebagaimana juga dikemukakan dalam studi Borkowski dan
Gaffney (2012) mengenai tantangan praktis dalam implementasi transfer pricing.

Implementasi Arm's Length Principle dalam Penyusunan Dokumen Transfer pricing

Implementasi arm's length principle dilakukan melalui pendekatan sistematis yang dimulai
dengan pemahaman konseptual terhadap prinsip tersebut sebagai filosofi dasar bahwa transaksi
antara pihak-pihak independen akan terjadi dalam kondisi wajar. Prinsip ini mengharuskan
bahwa meskipun transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, nilai
transaksinya tetap harus berada dalam rentang harga atau kondisi yang lazim berlaku di pasar
bebas, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Mulligan dan Oats (2016).

Tahapan implementasi dimulai dengan analisis FAR (Fungsi, Aset, dan Risiko) untuk
mengidentifikasi karakteristik ekonomi dari transaksi dan posisi fungsional PT X dalam grupnya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa PT X menjalankan fungsi pengembangan dan pemasaran
program pelatihan, menggunakan aset berupa inventaris kantor dan materi pelatihan, serta
menanggung risiko fasilitator, risiko pasar, dan risiko persediaan. Pendekatan ini sejalan dengan
panduan OECD (2022) yang menekankan pentingnya analisis fungsional dalam penerapan arm's
length principle.

Selanjutnya dilakukan pemetaan transaksi afiliasi yang mengidentifikasi tiga jenis transaksi
utama PT X dengan nilai total lebih dari Rp 6,7 miliar, yang melebihi threshold PMK 172/2023
sehingga wajib didokumentasikan. Ketiga transaksi tersebut meliputi biaya manajemen kepada
induk perusahaan, sewa gedung, dan margin distribusi yang masing-masing memerlukan
pendekatan metodologis yang berbeda sesuai karakteristik transaksinya.

Pemilihan metode transfer pricing dilakukan berdasarkan prinsip the most appropriate
method sesuai dengan karakteristik transaksi dan ketersediaan data pembanding. Untuk
transaksi sewa gedung diterapkan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) langsung
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dengan membandingkan harga sewa dengan properti sejenis di wilayah yang sama. Untuk
transaksi management fee digunakan Cost Plus Method dengan menganalisis biaya pokok jasa
pendukung yang diberikan induk perusahaan, kemudian menambahkan margin wajar
berdasarkan praktik pasar. Sementara untuk transaksi margin distribusi diterapkan Resale Price
Method (RPM) yang membandingkan margin dengan praktik distributor independen.

Pengujian kewajaran harga dilakukan melalui analisis kuartil terhadap data pembanding
yang diperoleh. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh transaksi afiliasi PT X berada dalam
rentang kuartil yang wajar, sehingga dinyatakan memenuhi arm's length principle. Temuan ini
mengkonfirmasi efektivitas pendekatan yang digunakan dalam menerapkan prinsip kewajaran
sesuai standar internasional, sebagaimana juga dikemukakan oleh Collier dan Andrus (2017)
dalam implementasi pasca BEPS.

Efektivitas Dokumen Transfer pricing terhadap Kepatuhan Pajak

Dokumen transfer pricing menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan
kepatuhan pajak PT X melalui beberapa aspek strategis. Pertama, sebagai alat pembuktian yang
efektif dalam pemeriksaan pajak. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa keberadaan
dokumentasi yang komprehensif memungkinkan otoritas pajak melakukan pengujian
berdasarkan analisis yang telah disusun wajib pajak, berbeda dengan kondisi tanpa dokumentasi
di mana seluruh analisis pembanding, metode, dan asumsi akan ditentukan sepenuhnya oleh
pihak pemeriksa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amidu dkk. (2019) yang menunjukkan
bahwa dokumentasi transfer pricing yang baik dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Kedua, mitigasi risiko fiskal secara komprehensif. Penelitian menunjukkan bahwa
dokumentasi yang matang dapat memitigasi berbagai risiko fiskal, mulai dari potensi koreksi
penerapan harga, sanksi administrasi, hingga proses litigasi di kemudian hari. Dokumentasi yang
terstruktur dengan baik mengurangi kemungkinan sengketa berkepanjangan karena seluruh
asumsi kunci dan data pembanding telah terdokumentasi dengan jelas, sebagaimana juga
dikemukakan dalam studi Chand dkk. (2020) mengenai alokasi laba dalam era digital.

Ketiga, penguatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Berdasarkan ketentuan PMK
172/2023 Pasal 34 ayat 2, wajib pajak wajib menyampaikan dokumen penentuan harga transfer
paling lama satu bulan sejak diminta dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan.
Kesiapan dokumen PT X memberikan kepercayaan diri dalam menghadapi pengujian otoritas
pajak dan memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan yang tepat waktu.

Keempat, manfaat strategis internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dokumentasi transfer pricing dapat digunakan untuk menilai kontribusi dan kinerja masing-
masing unit usaha secara objektif sesuai prinsip business to business. Hal ini mendorong
pengambilan keputusan berbasis data dan alokasi sumber daya yang lebih optimal, serta
memastikan bahwa keputusan keuangan tidak semata didasarkan pada relasi kepemilikan tetapi
pada manfaat ekonomi yang nyata.

Temuan penelitian ini bahwa penyusunan dokumen transfer pricing oleh konsultan pajak
berfungsi sebagai alat kontrol kepatuhan sekaligus manajemen risiko sengketa dan konsisten
dengan bukti empiris di Indonesia. Saputra (2023) menunjukkan bahwa regulasi dokumentasi
transfer pricing dapat menekan praktik penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi
dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD, 2022) yang
menekankan pentingnya analisis fungsional dan komparabilitas dalam penerapan prinsip
kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle). Selain itu, telaah sistematis oleh Isthika
dkk. (2024) mengonfirmasi bahwa tren penelitian transfer pricing di Indonesia masih didominasi
pada isu kepatuhan dan regulasi, sehingga studi ini memperkaya literatur dengan memberikan
perspektif praktis dari konsultan pajak. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya
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melengkapi bukti empiris, tetapi juga menambah sudut pandang lapangan dalam memahami
dinamika penyusunan dokumentasi transfer pricing.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa potensi bias
metodologis. Pertama, bias seleksi karena informan hanya berasal dari pihak konsultan pajak;
Kedua, bias desirabilitas sosial karena informan cenderung memberikan jawaban normatif; hal
ini dapat diminimalisir melalui anonimitas, pertanyaan tidak langsung, serta triangulasi dengan
dokumen aktual. Ketiga, bias konfirmasi dalam pengkodean NVivo, yaitu kecenderungan peneliti
menekankan tema sesuai ekspektasi awal. Zamawe (2015) menekankan bahwa NVivo hanya
berfungsi sebagai alat bantu, sehingga peneliti harus menjaga objektivitas dengan menggunakan
codebook eksplisit, double coding, dan audit trail yang transparan. Selanjutnya, reaktivitas
observasi (Hawthorne effect) dapat muncul karena perilaku informan berubah saat diamati;
mitigasi dilakukan dengan observasi berulang dan penggunaan artefak digital. Terakhir,
keterbatasan transferabilitas karena studi ini berbasis pada satu kasus PT X; untuk itu deskripsi
kontekstual yang kaya dan perbandingan dengan studi lain diperlukan agar pembaca dapat
menilai relevansi.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konsultan pajak memiliki peran strategis dalam
penyusunan dokumen transfer pricing yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal
tetapi juga memberikan nilai strategis bagi manajemen risiko pajak jangka panjang. Empat faktor
utama yang memengaruhi penyusunan dokumen transfer pricing adalah kualitas data internal
perusahaan, karakteristik usaha dan struktur grup, kepatuhan terhadap regulasi PMK 172/2023,
dan ketersediaan data pembanding eksternal. Implementasi arm's length principle dilakukan
melalui pendekatan sistematis yang dimulai dengan analisis FAR, pemetaan transaksi afiliasi,
pemilihan metode yang tepat berdasarkan prinsip the most appropriate method, dan pengujian
kewajaran melalui analisis kuartil terhadap data pembanding.

Dokumen transfer pricing terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pajak PT X melalui
empat aspek utama yaitu fungsi pembuktian yang kuat dalam menghadapi pemeriksaan pajak,
mitigasi risiko fiskal secara komprehensif, penguatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan,
serta manfaat strategis internal untuk evaluasi kinerja unit usaha. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa seluruh transaksi afiliasi PT X memenuhi arm's length principle dan berada dalam rentang
kewajaran pasar, mengkonfirmasi efektivitas pendekatan konsultan pajak dalam menerapkan
prinsip kewajaran sesuai standar internasional.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan pendekatan studi kasus tunggal yang
bersifat kontekstual pada PT X sebagai perusahaan jasa konsultan pengembangan sumber daya
manusia, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi secara luas ke populasi atau sektor industri
lain. Periode penelitian yang relatif pendek dan fokus pada satu kantor konsultan pajak juga
membatasi eksplorasi perspektif yang lebih beragam dari praktisi atau otoritas pajak lainnya.
Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur mengenai peran
konsultan pajak dalam ekosistem perpajakan Indonesia dan implementasi arm's length principle
dalam regulasi nasional.

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya investasi perusahaan dalam penguatan
sistem dokumentasi internal dan kerja sama strategis dengan konsultan pajak profesional untuk
memitigasi risiko fiskal. Bagi konsultan pajak, temuan ini memberikan panduan dalam
mengembangkan pendekatan sistematis penyusunan dokumen transfer pricing yang efektif dan
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sesuai dengan perkembangan regulasi terkini. Otoritas pajak dapat memanfaatkan temuan ini
sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan yang lebih aplikatif dan panduan teknis yang
mendukung kepatuhan volunter serta penguatan kapasitas pengawasan transfer pricing
nasional. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan sampel yang lebih luas, eksplorasi perspektif otoritas pajak, dan analisis lintas sektor
industri guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang efektivitas dokumen transfer
pricing dalam meningkatkan kepatuhan pajak nasional dan mendukung upaya pencegahan base
erosion and profit shifting.
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